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cengertian & Jenis BUMN

Badan Usaha badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya
Milik Negara dimiliki oleh Negara melalui penyertaan secara langsung yang
(BUMN) berasal dari kekayaan Negara yang dipisahkan

- Kekayaan Negara yang dipisahkan adalah kekayaan Negara
yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
(APBN) untuk dijadikan penyertaan modal Negara pada
Persero dan atau Perum serta perseroan terbatas lainya

Perusahaan BUMN yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya

Perseroan terbagi dalam saham yang seluruh atau paling sedikit 51 %

(Persero) (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh Negara
Republik Indonesia yang tujuan utamanya adalah mencari
keuntungan

Perusahaan BUMN yang seluruh modalnya dimiliki oleh Negara dan tidak

Umum (Perum) terbagi atas saham, yang bertujuan untuk kemanfaatan umum

berupa penyediaan barang dan atau jasa yang bermutu tinggi
dan sekaligus mengejar keuntungan berdasarkan prinsip
pengelolaan perusahaan




oengertian HOLDING COMPANY

ition): a company formed to
ining its role to owing stock

: pendirian perusahaan
enjadi memegang saham
investasi, baik dengan atau
vithout or with actual control)

001:413) ~ korporasi yan
sa perusahaan lain dalam jumlah yang
ooa dapat mengendalikan perusahaan tersebut.

= Hadori (k11990) ~ suatu perusahaan yang dibentuk dengan
tujuan khusus untuk memiliki saham -saham dan
mengendalikan operasi perusahaan lain



nggris ~Pendirian Subsidiary ~
Ction /756 dan 736A Act 1989

Satu perusahaan (A) pemegang hak suara mayoritas | Voting Control
(hold majority of the voting rights) pada perusahaan
lain (B) 2 A memegang “kontrol suara” atas B

Satu perusahaan (A) pemegang saham pada Director Control
persahaan lain (B), dan A dapat menunjuk serta

memberhentikan anggota Direksi Perseroan B; dalam

hal ini A sebagai perusahaan induk, dan B sebagai

anak

Satu perusahaan (A) merupakan pemegang saham Contract Control
atas Perusahaan lain (B), dan A mengontrol sendirian

atau berdasarkan kesepakatan dengan pihak

pemegang saham yang memiliki hak suara mayoritas

terhadap Perusahaan B, maka dalam hal ini A

disebut mengontrol B berdasarkan kontrak



menanamkan

rusahaan lebih

anya menjalankan
perusahaan induk:

duk menghindari kerugian potensial

= Persahaan induk bertanggung jawab sebatas saham
yang dimilikinya di perusahaan anak, karena
keduanya adalah entitas yang terpisah (separate
entity)
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Undang-Undang No. 1 Tahun 1995

Pasal 29 (1) Perseroan dilarang mengeluarkan saham untuk
dimiliki sendiri.

(2) Larangan pemilikan saham sebagaimana dimaksud
dalam ayat (1) berlaku juga bagi anak perusahaan
terhadap saham yang dikeluarkan oleh induk
perusahaannya

Penjelasan ...Yang dimaksud dengan

perseroan yang mempunyai hubur

perseroan lainnya yang terjadi karena:

a. lebih dari 50% sahamnya dimiliki oleh induk
perusahaannya;

b. lebih dari 50% suara dalam RUPS dikuasai oleh induk
perusahaannya; dan atau

c. kontrol atas jalannya perseroan, pengangkatan, dan
pemberhentian Direksi dan Komisaris sangat

dipengaruhi oleh induk perusahaannya




40 Tahun 2007

n mempunyai satu
asar menentukan

aksud pada ayat (1)
dikuasai sendiri oleh

seroan yang dikuasai oleh anak
a secara langsung atau tidak
angsung; atau

c. saham Perseroan yang dikuasai oleh Perseroan
lain yang sahamnya secara langsung atau tidak
langsung telah dimiliki oleh Perseroan.



Pasal 14 ayat (3)
huruf g

Penjelasan Pasal 22

ayat (1) huruf c

Penjelasan Pasal 86

ayat (1)

g No. 19 Tahun 2003

Pihak yang menerima kuasa (dari Menteri dengan hak
substitusi kepada perorangan atau badan hukum untuk
mewakilinya dalam RUPS), wajib terlebih dahulu mendapat
persetujuan Menteri untuk mengambil keputusan dalam
RUPS mengenai: pembentukan anak perusahaan atau
penyertaan

Rancangan rencana kerja dan anggaran perysahaan memuat
antara lain: proyeksi keuangan Persero da @

perusahaannya

Hasil privatisasi yang disetorkan ke Kas Negara adalah hasil
divestasi saham m111k negara Sedangkan bagi penjualan
saham baru, an ke kas perusahaan. Bagi hasil
privatisasi@@nak perusahaan BUMN) hasil privatisasinya dapat
ditetapkan sebagai divideminterim. Yang dimaksud dengan
hasil privatisasi adalah hasil bersih setelah dikurangi biaya-
biaya pelaksanaan privatisasi. Biaya pelaksanaan privatisasi
harus memperhatikan prinsip kewajaran, transparansi dan
akuntabilitas
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Holding Jalan Tol dan Konstruksi
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Holding Keuangan

{ Danareksa

S| |- _
| | | | I

- (NG Bank @ BTN 0D
it --' i o Pegadaian

60% 57% 60% 60% 100% 100%
Sumber: Kementerian BUMN, data diolah




um antara induk dan
tan dengan konsep

y? = “berasal dari
a yang dipisahkan secara

langsung”

4. Apa permasalahan hukum yang potensial
muncul?



BUMN Perbankan dan Jasa Keuangan memiliki aspirasi untuk mendukung
Pemerintah dalam pembangunan bangsa dan perkembangan ekosistem finansial

NAWACITA
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Membangun indonesia dar

pinggiran dengan memperkuat Meningkatkan kualtas hidup Mewu|udkan kemandirian ekonomi * 5besar Lembaga
daerah pedesaan dalam manusla dan masyarakat dengan menggerakkan ssktor- Keuangan di
kerangka negara kesatuan Indonesla sektor strategls ekonom| domestik ASEAN dengan
. . . layanan dan
Aspirasi BUMN Perbankan & Jasa Keuangan untuk mendukung Pemerintah X
kualitas world
¢ Memeratakan distribusl ekonaml dan meningkatkan tingkat finane ol Inclusion class
ml\!ll“ ¢ Memudahkan akses terhadap Ekoslstem Finansial bagl kelompaok berpenghasilan rendah
Bangsa v Mendukung perkembangan Infrastrukturnegara dan beberapa |nislatif utama, contoh * Penghematan
program L Juta rumah, dukungan wuntuk UMERM, di sebesar 30% dari
katkan k nd f I kat k ba it 5
v Meningkatkan kemandirian finanslal- mengurangl ingkat ketergantungan Lembaga
Keuangan BUMM terhadap dana pemerintah untuk ATM, EDC
Modal & Likuiditas *  Menurunkan costof funds dan meningkatkan akses pendanaan darl pasar modal - Kapasitas
¢ Meningkatkan kemampuan lkulditas berkesinambungan ..
" F e " pinjaman sebesar
*  Memastikan stabilitas dan pengembangan Ekosistem Finanslal naslonal dan reglonal termasuk IDR 5,000 Tn untuk
B I angan lembaga pemblayaan, penggadalan, bank, asuransl, dan laln-l2in proyek
*  Irnestas] ke dalam Lembags Keuangan daerah untuk mempercepat tingkat perkembangan .
Ekosistem Finansial : " PETEEpAL Hnanat p2 " infrastruktur

dan menjaga stabllitas, apabila diperlukan

*  Pengllan kesenjangan pelayanan j3ss keuangan s2panjang rantalnllal jasa keuangan - 10% dari total aset

+  Me | tingkat kanlbalizasl f duplikasiant Lembaga Ke BUNMN
| - ngurangl ting -a m sl duplikasl antara sesama Lembaga Ksuangan perbankan -
I!l[i ¢  Meningkatkandaya saing Lembaga Keuangan BUMN dl Indonesia sebagal Notlonal Champlon dan h 5 iah
Efislensi & Daya di #zla Tenggara dalam konteks MEA sanam syaria
Saing Menghindarl kompetisi yang tidak kondusif setelah konsolidasi

¢ Mendorong Irvestasi dalam lasa Ksuangan Syarlah
¢ Mengurangl baya aperasianal melalul sharsd seruices contohnya adalah aringan HMBARA ATM

Sumber: Remerintah indonechs, MSOE, Fress, anolisa PaslStraotegy s i1

Sumber: Kemen-BUMN RI




Ekosistem Finansial memiliki demand tinggi untuk membangun negara namun
inefisiensi & keterbatasan daya saing menghambat efektivitas pemenuhan demand

Tantangan dalam Industri Perbankan dan Jasa Keuangan

Kesenjangan kapasitas

pendanaan angka
panjang dan rendahnya

tingkat financial inclusion
(9si demand)

Inefisiensi dan tingginya
cost of funds

(5isi supply)

Mempertahankan status
sebagal National Champion

dan meningkatkan daya
saing internasional
(Kompetisi)

Sumber: Analica Pl Strategr B

Kesenjangan kapasitas pendanaan per tahun [(~IDR 180 Tn) menghambat laju
pertumbuhan infrastruktur, usaha dan pinjaman konsumen

Kesenjangan pendanaan program jangka panjang seperti infrastruktur akibat
ketidakcocokan tenor antara pendanaan & pinjaman menghambat laju investasi

Indonesia memiliki tingkat fingrciol inclusion yang rendah (15.6%) dibandingkan
dengan Megara ASEAN dan Megara berkembang lainmya [30%-564%)

Industri Perbankan dan lasa Kevangan sangat terfragmentasi dengan lebih dari 3200
badan yang tardaftardi dalam ekosistem finansial, contoh >1.5k bank, >600k
pengegadaian, =100k koperasisimpan pinjam, dll.

Banvaknya Lembaga Kevangan vang kecll dan rentan terhadap tantangan profitabilitas
yang mengancam kestabilan dan perkembangan daerah pedesaan

Lembaga Keuangan besar BUMMN mempuryal lini bisnis dan keberadaan yang
overlapping serta operasional yang inefisien (C/] tinggi) & tingginya cost of funds (COF)

Lembaga Keuangan Indonesia perlu mempertahankan posisi sebagai Notional! Champion
dari sisi pangsa pasar dan belum termasuk ke dalam 10 besar Lembaga Keuangan
ASEAN — internotional exposure dibutuhkan untuk meningkatkan pendanaan dari
sumber internasional

Saat ini, Lembaga Kevangan Indonesia memiliki presence yang rendah di luar negeri
dibandingkan dengan keberadaan Lembaga Keuvangan asing di Indonesia — reciprocity
yang rendah

Sumber: Kemen-BUMN RI




n Kesenjangan kapasitas pendanaan jangka panjang dan rendahnya tingkat financal inciusion [ Demand)

Terdapat kebutuhan pendanaan jangka panjang yang signifikan untuk mendukung
proyek infra. sehingga optimisasi antara tenor pendanaandan pinjaman diperlukan

Kesenjangan Kapasitas Pendanaan Jangka Panjang

Konsumen - Rumsh
3%

Perusahaan -

Pembiayaan Proyek & Inv.
42%

Konsumen - Nor-Rumah
17%

Perusahaan
- Anjaman Modal Kerja
2B%

IDR Tn per tahun

PRELIMINARY

Finjaman

lizbilitas Interbank 35

823

Deposito Berjangka®
41%

Kebutuhan Pendanaan
(Permintaan Dana)

Sumber Pendanaan
(Supply Dana)

Bl sogarendei{ningga3 wiun) ] Soeka sedang ke Panjang & 3 whun)

*| watwk Denisho Serlangho dengan kepemilinon lwrang dorl 3 ohun

Selain kesenjangan pendanaan,
juga terdapat tenure mismatch
antara kebutuhan dan sumber
pendanaan

Terdapat demaond yang tinggei
untuk pendanaan jangka
panjang terutama untuk
mendukung proyek
infrastruktur Pemerintah ...

.. namun mayoritas pendanaan
vang tersedia merupakan
pendanaan jangka pendek

Optimisasi pendanaan
ikombinasi jangka panjang dan
pendek yang optimal)
dperlukan untuk
mengakomodasi demond secara
berkesinambungan

Frmbagian jangha pendek don pngho sedang & panjong plnlaman erha depostto menggunakan tren Hsoriial dord sltor perbankan indonesla don brberopa LY sepert! komposis! plajlaman Mondinl & 500
Sumber: Soppenss, Sloamberg, Badan Pusgt Satictil, Robictr Ferbankon indonesls, Sank indanecla, QUK. Fress, Anoliss PaC Straotegy

Sumber: Kemen-BUMN RI




n Kesenjangan kapasitas pendanaan janghka panjang dan rendahnyatingkat financal inciusion [ Demand)

Penetrasi populasi Indonesia terhadap Ekosistem Finansial higher-end masih sangat
rendah, memperlambat tingkat perkembangan ekonomi sosial

Tingkat Penetrasi dari Berbagai Segmen terhadap Ekosistem Finansial di Indonesia

Tingkat Partisipasi %, 2013

Higher End

F::r:;;:n Penggadalan & lembaga Sekuritas dan Pasar lih:
, Koperasi Perbankan Asuransi? Dana Pensiun | Pasar Modal
(Akses untuk - Pinjam Pembiayaan —— untuk
pendanaan) mpan VAU 1 perusahaant
e
L]
{" 5.0% B.3% 57.3% | 11.8% 1.5% 0.1% 2.0%

©
©

Kebutuhan untuk memudahkan akses o Kebutuhan untuk meningkatkan jumlah Kebutuhan untuk mendorong
ke produk jasa keuangan (contoh: orang yang menggunakan lembaga masyarakat ke rantai nilai lebik tinggi
penggadaian & lembaga pembiayaan) pembiayaan di ekosistem finansial pada Ekosistem Finansial (Perbankan)

*  Megara maju memiliki tingkat partisipasi yang lebih tinggi terhadap segmen Agher end, contohnya:
- Malaysia: Perbankan ([81.0% pada 2014), Asuransi (58.4% pada 2014) dan pasar modal® (17.8% pada 2010)
= Thailand: Perbankan [78.0% pada 2014)

1} Shitung menggunskon jumish perusshoon yong terdgftor o Posor Modal indonesla dhag! deng on jlumioh perusshaon herakoron sedong hingga besor df indoneclo

2} Mndustr) Lintt Trust

3| Rerdo pat patens! prmbentokan holdin g oswons!

Sumber: ON Fureey 2013, Workd Bank, Bank Megoro Moozl Secuntties Commiccion Malayola, Analeo PalEinategyl 14
4

Sumber: Kemen-BUMN RI



ﬂ Inefisiensi dan Tingginya Cost of Funds Supply)

Terdapat distribusi yang tidak merata dan overlapping antar LK BUMN serta adanya
duplikasilini bisnis — penggunaan investasi Pemerintah yang sub-optimal

Distribusi dan Tingkat Kepadatan
Fasio ATh & Cabang LK BUMM terhadap Populasi (# dari ATM per 100,000 Penduduk), 2015

ETMAr Z230
" Cazang:liE * Tingkat kepadatan berpusat di Jakarta
ATM: 1T ET —ny =
4&, i g '.:?':_519 dan Pulau Jawa
@ SEan ., ~ - e 11 7E * ATM dan cabang yang saling tumpang
casang A 4o e N . g Zamangilsl tindih lintas dasrah
L
mandn  SABN| " "“:ﬁ;" g ';. . . . * Mayoritas ATM dan cabang dari bank
. . 3 o . . swasta dan asing juga berada di
[ Bank @ BTN . ATM: 2034 lakarta & Jawa — meningkatkan rasio
BANK BRI % Cabang: 106 kepadatan ATM & cabang di Jakarta
- : Y & lawa
Pegadalan .,,p..!..l...h..‘... i; 1125
Lini Bisnis Bunk@BTN e \SBNI PNM Ppaan

Mortgage

Konsiumen

Perusahaan
Penggadaian e
Sekuritas & Pengelolaan _
Aset

Lini Bisnis yang Tumpang Tindih =
Utamz [ €—> MNon-core Tidzk Relevan

15

Sumber: Banks inlernal Doha, 8P, Annua! Reparts, Anovss Pal Srategyl

Sumber: Kemen-BUMN RI




H Mempertahankan status ssbhagai Notional Champion dan meningkatkan daya saing internasional

Di skala internasional, LK Indonesia kecil - tidak ada LK BUMN yang
termasukdalam 10 besar di Asia dan Asia Tenggara berdasarkan nilai aset

10 besar LK ASEAN & 5 besar LK Indonesia
[berdzsarkan zset) Miliar USD, 2015

S besar LK Asia & 5 besar LK Indonesia
[berdzsarkan aset) Miliar USD, 2015

W DBS GROUP HLDGS f323 Bl N0 & conM BK-A f3,423
- OCBC BANK = CCB-H 2,828
W ITED OVERSEAS B scricuTuRALa 2,742
MALAYAN BANKING B s:nk oF cHINAH 2,592
BE=  qnie GROUP HOLDI @ MTSUBISHIURIF 2,386
PUBLIC BANK BHD @ 14PN POST BANK 1,736
el oo GHOK BANK PUB @ 1IZUHOC FINANCIAL 1,581
oo THAL BANK 4] SMFG h1,529
:_ﬂ__. SIAM COMM BK PCL Bl eenkcomnH 1,103
o KORNBANK PCL Bl s mERCH Br-a o fBaa

i_@_ ______ Mandiri | 66 A i_@ " Mandiii W86 l
—_ BRI D e |
el = BCA - BCA | 43
> 1 DY 37 T e '

] — |

lambaga Keuangan Indonesia mamiliki aset berukuran kecll dalam Sektor Industri Keuangan dl ASEAN & Asia (40 besar LK ASEAN and
300 besar LK Asla) —skala ekonomi idak berhubungan langsung dengan skala LK (PDB Indonesia (USD 861.9 miliar), PDB Thailand (USD

395.3 miliar), Malaysia (USD 296.2 miliar), dan Singapura (USD 292.7 miliar))

Implementasi MEA akan meningkatkan kompetis]l domestlk dan akan membutuhkan LK domestik besar untuk menciptakan keunggulan
daya saing yang leblh tinggl dan mengamankan pangsa pasar yang leblh besar untuk bertahan menghadapl MEA

Swmnber: 8loambeng, Loganon Keuyangan Tohunon, Anoiles el Srohegy & . LK Internasiana . LKBUMMN Indanesia K Indanasia
16

Sumber: Kemen-BUMN RI



Holding akan fokus pada risiko/pendanaan/pengelolaan sumber daya strategis
pada BU, melestarikan produk dan pelaksanaan operasional pada tingkat brand

Sebelum Pembentukan Holding Setelah Pembentukan Holding (initial concept)
@ Potensl furgs! utoma dolom HoldCo:
LX) v Alokos| hodel & Meonalemen
@ 100% "

Likuidipng

Maonagiemen Rislko

Tan ajemen S0
Slstem Warshouse Data

Proposed

. . Manajemen Perubahan
‘ Banking Holding | v Monagjemen Pemangku Kepentingon
] ¥
4 " i« -
mandn | A | WIBN] [ fent®ETH Peuaduan PNM mandin m “BNI |“°m| Pegadalan f_".__lll
60%  57%  60%  60% 100% 100% B0%  57%  60%  60% 100% 100%
Dheeree Dverce Dreerce Deeree Chheree Dheeree & = I3
sgmen/  segmen/  segmen/  segmen/  segmen/  segmen/ B I B R R

raduk raduk ok raduk ok produk
Pengelolonn Aset

lorngon ATM don EOC bersoma (sedong dipersiopkan | |
Uintuk mengurongl NPL don memperbolkl pengelols an kredic

Forensl
Infrostrukiur f

infra dan infra dan infra dan infra dan Anfra dan infra dan
sumber o mber ; ; sl sumber | Teknologl Shored don infrostruktur Perbonkan | mberdo
daya doya daya daya doya daya eg AT & EOC Pusot Daotg, dif -J:E"'_'.'::'m;ﬂ
S5on
&g Pembelgjoran & Pengembangan, Recruitment, g

o

Eumber Kementerian SUMN Indaness, Analea Pal Strategyl
22

Sumber: Kemen-BUMN RI




Struktur ‘best practice’dan tata kelola Holding BUMN Perbankan dan Jasa
Kevangan memisahkan peran perusahaan, usaha dan shared services

Potensi Struktur Fungsional HoldCo Ke Depan

Peran Utama dari Holding

* Kepemimpinan yang Strategis = formulzsi grategi
dan qptimasisinargi
* Kontrol = pemantzuan performa & pengelolaan risiko

[
I
I i
I
I
: * Modal = resourcing dan slokasi modal
una Roising * Kapabilitas = sumber DN & transfer pengetahuan

(l Mjmn. Rislko | Pengelolaan SI:I'lIHI dan Pengadaan B oiogi sOM ] _ .
(W Terintegrasl | Portofollo ll-llll'n Strategh e Identitas Perusahaan = nilzi perusshaan / korporat,
I dantificasi, » Evaluasidan = I:I-En'l:iflk.ul » Mgmuniees = Pemusatan = Pangamban  « Pencarian hUdEI"f'EI dan FIEI'I.EEITIhEII'I.EEII'I rang
I [eajian, optim isasi &licsha rnal & pengadaan gan dan
|  monitaring, parbafalio -:q:'l:lml!l.ul intarnal UmiLm S&rta raad miap e galka kasi
| danmitigasi  bisnis sinargi sarta strategi SDM, tolant  anmodal |

rsika antar - IE- g lapg mgmt. dan untulk i
! ambaga huleum windiar r LTV rAE pengemban |
I beuangan an benis
b e e e ]

| I [ Peran Utama dari Unit Bisnis

* Segmen konsumen terfokus: meningkatkan

:{‘ % Bank @ BTN " w dektivitas ussha dan P/L
mandm - Lv-! BN I ﬁ--l--" Pegadaian r.-E.Hﬂ * Keunggulan kompetitif =menciptakan keshlian pada

fokus zres terkait

Pengelolaan Aset

- Lintuk meng urangi NPL dan memperbaiki pe ngelalaan kredit Peran Utama dari Shared Services

* Pengelolaan sumber - memanfaztkan skalz dari

IT (Teknoiogi Shared dan Infrastruktur Perbankan)

_— sumber HoldCo secars keseluruhan
£.g ATM & ELC, Pusar Data, ol » Dukungan yang terpercaya = menyedizkan palayanan
[ oM yang terstandardisasi kepada unit bisnissesuai
eg. PFembelgjaran & Pengembaongan, Recruitment, dil. dengan daerah terkait

- Perusahaan/Korporat IUnlt Blsnls / Anak Perusahaan Shored Services
atatan: *| usaha DononEkED LEK arang Erperan EEIJ;IJ' antt hizn's
Sumber Kemeaterian SUMN, Analiea Pal Strategyk

Sumber: Kemen-BUMN RI




Beberapa aspek legal sudah dikaji sebagai dasar pembentukan Holding BUMN
Perbankan & Jasa Keuangan (1/2)

Kedudukan Danareksa & Anak Undang-undang Perseroan Bidang Perbankan

Perusahaan Holding Company Terbatas * PBI tentang Kepemilikan

* UUEBUMHN Paszl 2 * UUPT Pasal3s Tunggzl

* U BUMM Pasal 2{z) * PerubzshanAnggaranDasar * SEBItentang Kepemilikan

« UUEBUMM Pasal 3812 masing-masing Peruszhaan Tunggzl p=da Perbankan

* Mo 2Th.1g995 « UUPT PaszlBE Indanesis

* UUPT Pasal3s * Pengambilzlihandengan * SebagaiHolding, Danarekss
persetujuan RUPS hznya dapst mels kukan

kegistan penyertzan

Bidang Pasar Madal U Anti Monopali UU Ketenagakerjaan Persetujuan & pelaporan

* Perzturan OJK Mo X H.1, Rencana Pembentukan Holding Pekerja/Buruhyeng tidak * Persetujuzndan pelzporan
Danareksz tidzk perlu Company dzpatdikecualikan melznjutkan berhak menerima: kepadz pihak otoritas
melzkukan mandatary tender d=ri penerzpan U Anti * usngpesangon{minimum 1 * Persetujuandar anak
affer Monopaoli jika terdapat Undang- bulzn gaji untuk 1 tshun perusahaan Halding Company

* Persturzn OJK Momaor3z, Undangyang secara spesifik masa kerjal; * Persetujuzn dari pihak ketigs
Perusshaan Peserta Holding memerintahkan dibentuknys * uangperhargaan masa kerja dengan sizpa Anzk
wajib menyampaikan ke OJK Rencanza Pembentukan Holding {minimum z bulan gaji, Peruszhaan Halding Company
dan melzkukan Company tergantung darimasz kerja). mengadakan perikatan

pengumuman ke masyarakst

ASPEK PAJAK

Pemerintzh buksn merupakan subjek pajak, dalam hal ini Pemerintzh tidak perlu melzkukan pembayaran atas implikasi psjak yang timbul stas transaksi
nbreng ssham Bank Mandiri, BMI, BTN, BRI, Pegadaian dan PNM kepada Danareksa. Perlu dilzkukan diskusi lebih lznjutantara Kementerian Keuangan
dan Direktorat lendral Perpajakan.

D=mpszk terhadzp pajskdividen:

* Atas pendapatan dividen dikenakan potonganpajak pendahuluan 15%. Diakhirtahun bukuy, dividen tersebut akan dikenakan kembali PPh badan
sebesar 25% dengan mempertimbangkan pajsk yang telzh dipotong sebelumnya sebagai kredit pajak.

* Terdapatpengecuszlizn dividen sebagaiobyek pajak. i mana syarstnya adalzh dividen tersebut berasa| dari szldo lzba setelsh pajak yang dibagikan
lepada persera badan Wajib Pajak Dalam MNegeridengan kepemilikan minimal 25% ssham Wajib Pajak Dalam Megeri lzinnya.
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Beberapa aspek legal sudah dikaji sebagai dasar pembentukan Holding BUMN

Perbankan & Jasa Keuangan (2/2)

=  Pasal A UU Ma. 7/1992 mengenai Perbankan |diubah menjadi LU Na. 10,/1953]
= PP 12/19649 mengenai panyertaan modal dalam BUMMN (diubah menjadi PP
24/1572]
E'El'lll.lk Hl.lk'l.lﬂ'l = PP 19/1932(BNI}, PP 21/1592 (BRI}, PP24/1952 BTN} mengenai bentuk badan
hukum untuk pembentukan Halding
Holding

= |Kajian terhadap klausul perjanjian merupaikan bagiandari proses uji tuntas dari
segi hukum, dan kanena nya bengantung pada proses. uji tuntas dan e kengkapan

PE'rla kua n dakuman sarta karjasama dari masing-masing calon pesarta olding
= Kajian dilakukan terhadap betantuan klausul termasuk antara | ain tericait hal
“Ewajl ha n mda berikut dan memastikan hal tarsabut tidak mengganggy proses pambentukan

Pihak Ketiga

halding: Patensi timbulnya panalti, Patensi pangakhiran perjanjian, Kewajiban
diparalehnya perietujuan, Kewajiban untuk memberican pemberitahuan,
Piotensi pelanggaran kewajiban janji tertentu

Langkah antimipatif untuk mengatasi dampak sishe mik adalah shh :

1. KECUKUPAN MODAL -Pamerintah harus terus mendarang kacukupan madal

Dampak Risiko Lemiaga Keuangan BUMN melalyl berbagsi langeah ek secars arganic
5] Ik maupun ananganik
ﬂem 2 MANAIEMEN RISIKD - Mendanang pela ksanaan manajemen risioa yang

tarintegrasi seacara “enterprise wide®
3, GOVERMANCE - Senantissa menjaga tata belola perusahaan secara baik

Manajemen - —
‘ecuiou pan loebijalcan, pros edur,
Risiko Pumgpwsmses s e Kbty penetapanimit Manajemen Risiea
al
Choriont st o Terintegrasi
v e S Tae e § laowis Diva . - :
TErImEEESI ot G ek B Jma :-::;:.'t“h" e

+ Crgarida e Legl Mardime Gk

4 Calosgart Medadur dars Para Sgan LiAiT
Taririt g ’ - e L

Warapirie Biks T tageai

Sumaer Mel Oorea & Do, XBUASN

De&ngan ditetapkannya Undang — Undang Namar 7 tahun 1992 tentang
Perbankan yang ditindaklanjuti dengan penérbitan PP 19,1992 Bank BNI), PP
21/1992 {Bank BRI, dan PP 24/1932 |Bank BTH| yang beriei panyesusaian
bentuk hukum Bank BNI 1946, Bank BRI, dan Bank BTN menjadi Perusahaan
Persarcan |Persans], maka perlu dipastican bahwa UU 17,1968 tentang BNI
1345, UU 21,/1568 tentang BRI, dan UL 20,1968 tentang BTH menjadi tidak
berlaky lagi, s=hingga pembentukan holding yang dilakukan dengan
penerkitan PP dapat dilaksanakan tanpa melanggar kaidah perundang —
undangan

Prlu dilakukan kajian terhadap klausu-dausul dalam perjanjian yang dibuat
antara Lembaga Keuangan BUMMN dengan pihak ketiga yang berpatensi
mengakibatican timbulnya penalti tarhadap l=mbaga Keuangan BUMMN
sehubungan dengan berubahnya status L=mbaga Keuangan BUMN tersabut
mienjadi Lembaga Kevangan nan BUMMN

Dalam UU no. 9 tahun 2016 Pencegahandan Penanganan Krisis Sstem
Keuangan (PPKSK) pasal 18 ayat (3] pada intinya menysbutican bahwa dalam
hal terjadi egagalan bank sistemik, maka diwajibkan bagi pemagang saham
pengendali danfatau pihak lain untuk menambah madal Bank dan mengubah
jenis hutang menjadi Modal bank. Kemampuan PT. Danansiesa | perseral
setelah menjadi Holding Company perlu dikaji |&bih dalam apakah akan
mampu mamenuhi ke jiban terssbut secara mandiri.

Dasar Hukum : POIK No. 17/POJK.03/2014

Penerapan Manajemen Risiko Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan

Proses yang Terintegracl
s i il Sictem pengen dalian iternal
P ol Wiz — » terhadap =
S tasar iz “""'"“" s P —r
[ W———— i R ity

Fararn intermai Slacaparna s Wiiks

a4
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rger Konsolidasi

seroan Terbatas, UU
U Pasar Modal, UU

gian wilayah, frust, integrasi
m silang, rangkap jabatan
ran, dan pengambilalihan

dan OMZET) = kewajiban melepaskan
saham = berlindung di Pasal 51 UU No. 5 Tahun 19997

3. Regulasi terkait lain, misal: Perjanjian (Internasional,
Regional, Bilateral); Perpajakan; Ketenagakerjaan



Putusan MK No.
- . 48 dan 62 Tahun
2013

A4

Revisi UU terkait
BUMN (UU No. 19
Tahun 2003) ...?

taan modal tidak T

langsung - anak
perusahaan bukan BUMN

Vv

memperjelas status hukum anak usaha
BUMN - sejauhmana penyertaan modal
dari negara kepada BUMN dan anak
usahanya.




S ANOAZalanUn 20 1

t BUMN dan PT.

erintah karena harus dibahas
_UU No. 17 Tahun 2007

1ian BUMN bukan BUMN.
3SUMN dalam hal penugasan

gis nasional harus dikelola oleh

1an modal negara di BUMN
N atau PT

anak usaha BUMN - bukan BUMN.

= Patutd 2 Tahun 2016 ini sengaja diterbitkan untuk
menghindari campur tangan DPR ketika akan ada pengalihan
kekayaan negara, berupa: dana segar, barang milik negara,
Eiutan negara pada BFJMN atau PT, saham milik negara pada

UMN atau PT dan/atau, aset negara lainnya.
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